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BUPATI JEPARA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

 

NOMOR      2    TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

KABUPATEN JEPARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI JEPARA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi segenap warga masyarakat 

terhadap dampak bencana maka Pemerintah berkewajiban 

memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan 

penghidupannya agar dapat mewujudkan kesejahteraan 

umum; 

  b. bahwa wilayah Kabupaten Jepara memiliki potensi geografis, 

geologis, hidrologis dan demografis yang berpotensi terjadinya 

bencana, sehingga diperlukan kewaspadaan dan 

kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana secara cepat, tepat dan terencana; 

  c. bahwa kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Jepara sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Jepara, sudah tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan 

susunan organisasinya agar mampu memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dalam penanggulangan 

bencana secara berdaya guna dan berhasil guna; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

 

SALINAN 
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Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

Jepara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);  

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4732); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 
 

dan 
 

BUPATI JEPARA 

 

MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN 

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  KABUPATEN 

JEPARA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Jepara. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Jepara. 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Jepara. 

6. Kepala Badan adalah Kepala BPBD Kabupaten Jepara. 

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau 

faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN BPBD 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan 

 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BPBD dengan klasifikasi 

A. 

 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

 

Pasal 3 

(1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. 
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(2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati.  

 

Pasal 4 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

 

BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 5 

BPBD yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap 

melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya 

penataan organisasi BPBD berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran 

Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten jepara Nomor 15) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Jepara. 
 

Ditetapkan di Jepara. 

pada tanggal 20 Juli 2023 
 

Pj. BUPATI JEPARA, 

 

                                                                                        Ttd 

 

 EDY SUPRIYANTA 

Diundangkan di Jepara 

pada tanggal 20 Juli 2023 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN JEPARA, 
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                Ttd 

 

EDY SUJATMIKO 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 2 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH: 

(2-74/2023) 
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PENJELASAN 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR   2    TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  

KABUPATEN JEPARA 

 

 

I. UMUM 

 

Pembentukan Badan Penanggulangan  Bencana Daerah  adalah  

merupakan tindaklanjut dari ketentuan yang  diamanatkan oleh  Undang-

Undang  Nomor  24 Tahun  2007  tentang  Penanggulangan  Bencana  dan  

Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Penyelenggaraan 

Penanggulangan  Bencana  serta  Peraturan  Menteri  Dalam  negeri Nomor  46  

Tahun  2008  tentang  Pedoman  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Badan  

Penanggulangan  Bencana  Daerah  dan  Peraturan  Kepala Badan  Nasional  

Penanggulangan  Bencana  Nomor 3  Tahun 2008 tentang  Pedoman  

Pembentukan  Badan  Penanggulangan  Bencana Daerah. 

Pengaturan  Kelembagaan  Perangkat  Daerah  ini  dimaksudkan untuk  

meningkatkan  kewaspadaan  dan  kesiapsiagaan  terhadap terjadinya 

bencana,  dipandang  perlu untuk  membentuk  unit  kerja yang  

menyelenggarakan  fungsi  penanggulangan  bencana. Dengan demikian 

pembentukan  organisasi perangkat  daerah yang  bam  ini pada  prinsipnya  

dimaksudkan  untuk  mengoptimalkan  kinerja penanggulangan  bencana.  

Dengan penetapan  pembentukan organisasi dan  tata kerja Badan 

Penanggulangan  Bencana  Daerah, diharapkan  akan  lebih meningkatkan  

kinerja  dan  mutu  pelayanan  penyelenggaraan kewenangan  asas  otonomi  

dan  tugas  pembantuan  yang  dilimpahkan pada  Badan  Penanggulangan  

Bencana  Daerah. 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 3 
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  Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 5  

  Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

  Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

  Cukup jelas. 

 

 

   

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR  2 
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